WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON

Menimbang :

Mengingat :

1.

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12
tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 111. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1645);



Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang—-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

1%,

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan batas wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3317);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




18.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang

19.

20.

21.

22,

23.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrtif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024
tentang Harmonisasi Kebijakan Fiksal Nasional ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Ambon Tahun 2024 ( Lembaran Daerah Kota
Ambon Tahun 2023 Nomor 4).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

(1).

@00 o

(2).

PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :

. Laporan Realisasi Anggaran;
. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

. Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan

. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 910 dilampiri
dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a
adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 1.195.323.444.523,86

. Belanja Rp 1.213.459.476.387,93

c. Transfer Rp 80.313.503.064,00
Surplus / defisit Rp (18.136.031.864,07)

c. Pembiayaan

Penerimaan Rp 26.443.546.229,43
Pengeluaran Rp 0,00

Pembiayaan Neto Rp 26.443.546.229,43



Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
sebagai berikut :
Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp63.367.489.351,14
(1) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.258.690.933.875,00
b. Realisasi Rp 1.195.323.444.523,86

Selisih lebih / (kurang) Rp  0>-367:489.351.14

Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp65.338.078.864,18
(2) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 1.278.797.555.252,11
b. Realisasi Rp 1.213.459.476.387,93

Selisih lebih / (kurang) Rp  0°>-398.078.864,18

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp(1.929.901.005,00)
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer setelah perubahan Rp 78.383.602.059,00
b. Realisasi Rp 80.313.503.064,00

Selisih lebih / (kurang) Rp (1.929.901.005,00)

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah
(Rp1.970.589.513,04) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan Rp (20.106.621.377,11)
b. Realisasi Rp (18.136.031.864,07)

Selisih lebih / (kurang) Rp (1.970.589.513,04)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp5.836.924.852,32) dengan rincian sebagai berikut :



Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Rp 20.606.621.377,11
perubahan

b. Realisasi Rp 26.443.546.229,43

Selisih lebih / {kurang) Rp (5.836.924.852,32)

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp 500.000.000,00
perubahan

b. Realisasi Rp 0,00

Selisih lebih / (kurang) Rp 500.000.000,00

(7) Selisih  Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
(Rp6.336.924.852,32) dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pembiayaan Netto setelah Rp 20.106.621.377,11
perubahan

b. Realisasi Rp 26.443.546.229,43
Selisih lebih / (kurang) Rp (6.336.924.852,32)
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 18.622.751.452,43

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan P 4RA%3.050 22050
Sub Total Rp (7.820.794.777,00)

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

(SILPA/SIKPA) Rp 8.307.514.365,36
Sub Total Rp 486.719.588,36

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp 7.820.794.777,00
Sebelumnya

Lain-lain Rp 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 8.307.514.365,36

@




Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf ¢ per 31 Desember 2024

sebagai berikut :

a.
b.

C.

Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban
Jumlah Ekuitas

Pasal 6

Rp
Rp
Rp

2.090.534.894.401,07
144.655.844.832,94
1.945.879.049.568,13

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d adalah

sebagai berikut :

a.

Ao o

Pendapatan — LO
Beban - LO

Pos Luar Biasa
Surplus/Defisit - LO

Pasal 7

Rp
Rp
Rp
Rp

1.210.178.473.955,76
1.237.979.614.944 45
10.703.490.986,00
(38.504.631.974,69)

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf ¢ untuk tahun

yang berakhir sampai dengan Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a.
b.

C.

Saldo kas awal 1 Januari 2024
Arus kas dari Aktivitas Operasi
Arus kas dari Aktivitas Investasi
Arus kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo kas akhir per 31 Desember 2024

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

19.188.396.607,17
109.099.402.227,93
(127.235.434.092,00)
0,00
7.453.116.405,00
8.505.481.148,10



Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf

d Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

a. Lampiran I
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. LampiranV

f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII

[y

Lampiran IX

Pasal 9
Laporan Realisasi Anggaran
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi  Realisasi Anggaran  Belanja
Menurut  Urusan  Pemerintahan  Daerah.
Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan;
Rekapitulasi Realisasi Angaran Belanja untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional ;
Laporan Perubahan Ekuitas:
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;



j- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana Bergulir dan
Rekapitulasi Penyisihan dana Bergulir

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstrusksi Dalam
Pekerjaan

0. Lampiran XV 5 Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

p.- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah /Perusahaan Daerah

Pasal 10
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2)
terdiri atas :
a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan

Daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.



Pasal 11
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 September 2025

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2025 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU :
(10/37/2025)




